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ABSTRAK 

 

PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG DEBITORNYA 

DIPAILITKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 

2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN 

PEMBAYARAN UTANG 

 

 

Oleh 

IWAN EFENDI 

 

kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti 

membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit 

oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh 

debitor itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan 

pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan 

pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian 

membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya 

masing-masing. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui: Bagaimana pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya 

dipailitkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ? Bagaimana 

peradilan niaga dalam menyelesaikan hutang piutang antara debitor dan kreditor ? 

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pemenuhan hak bagi para kreditor yang 

debitornya dipailitkan dan untuk mengetahui hukum menurut Undang-Undang 

Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang peradilan niaga dalam menyelesaikan 

utang-piutang antara debitor dan kreditor. 

 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu  

penelitian untuk menemukan  suatu aturan hukum,  prinsip- prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi Jenis 

penelitian hukum empiris membutuhkan data primer sebagai sumber data utama. 

Data sekunder terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pemenuhan hak bagi 

para kreditor yang debitornya dipailitkan belum dapat berjalan dengan baik. 

Kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan UU PKPU sangat mempengaruhi 

pemenuhan hak kreditor. Ketentuan dalam Pasal 93 UU PKPU misalnya 

memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memerintahkan debitor pailit 

yang bersifat tidak kooperatif untuk ditahan, baik di Rutan ataupun di rumahnya 

sendiri.  

 

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Kreditor, Debitor, Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, baik dari sumber alam, 

sumber manusia termasuk juga perkembangan di sektor ekonomi dan bisnis. 

Perkembangan perekonomian di Indonesia tersebut membuat para pelaku usaha 

semakin mengembangkan usaha mereka, berbagai cara dapat dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Menjalankan usaha dibutuhkan yang namanya modal 

atau biaya, tidak semua pengusaha mempunyai modal yang cukup, ada juga yang 

mendapatkan modal dari pinjaman kepada bank, ataupun kepada pengusaha yang 

memiliki modal yang besar.  

Perbuatan hukum tersebut tentu juga memiliki resiko yang cukup besar, 

banyak pelaku usaha dalam hal ini adalah Debitor (berutang) tidak sanggup untuk 

memenuhi kewajibannya yakni membayar utang kepada Kreditor (berpiutang) 

sedangkan debitor mempunyai banyak kreditor. Keadaan seperti ini membuat 

pihak kreditor merasa dirugikan dan kemudian memilih cara untuk memaksa 

debitor memenuhi kewajibannya sedangkan harta yang dimiliki sudah tidak bisa 

untuk menutupi utangnya, sehingga para kreditor bersaing untuk mendapatkan 

pembayaran yang lebih besar, berbagai cara dapat dilakukan secara baik ataupun 

menggunakan kekerasan, cara-cara yang dilakukan oleh pihak kreditor kerap kali 

membuat posisi debitor semakin tertekan karena mendapat ancaman maupun 

kesemenamenaan yang dilakukan kreditor dalam menuntut pelunasan tersebut. 

Usaha kreditor untuk menuntut pelunasan tidak ada istilah bagi rata melainkan 

1 
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siapa yang lebih kuat maka akan mendapatkan bayaran yang lebih besar, dan bagi 

kreditor yang tidak mampu bersaing akan mendapatkan pembayaran lebih kecil 

atau bahkan tidak mendapatkan pembayaran.  

Melihat keadaan yang demikian kemudian memaksa untuk membuat sebuah 

aturan yang dapat mengatur mengenai hubungan para pihak dan juga mengenai 

hak dan kewajiban. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang 

kemudian setelah berkembangnya perekonomian dan kebutuhan yang semakin 

meningkat maka dibuat peraturan yang baru yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan 

menurut Pasal 1 butir 1 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit 

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan 

Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Pengajuan pailit 

dianggap sebagai salah satu jalan keluar yang baik bagi kreditor maupun debitor 

agar diperoleh suatu kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.  

Undang- Undang No.37 Tahun 2004 Pasal 222 (1) Penundaan kewajiban 

pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) 

kreditor atau oleh kreditor, Pasal 222 (2) Debitor yang tidak dapat melanjutkan 

membayar utang- utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat 

memohon penundaan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud 

untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi rencana pembayaran 

sebagian atau seluruh utang  kepada Kreditor, Pasal 222 (3)  Kreditor yang  

memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayaran utangnya 

yang sudah jatuh waktu dan  dapat ditagih, dapat memohon  agar  kepada debitor  
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diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk kemungkinan debitor 

mengajukan rencana perdamaian  yang  meliputi  tawaran pembayaran sebagian 

atau  seluruh utang kepada kreditornya, prosesnya dari permohonan, kemudian 

akan ditetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam 

tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari, kemudian permohonan perdamaian, 

dan penundaan kewajiban pembayaran tetap dengan tenggang waktu 270 

(duaratus tujuh puluh hari). 

Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 membuat 

perekonomian Indonesia belum seutuhnya stabil bahkan sampai saat ini. Banyak 

dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena permasalahan 

ekonomi tersebut. Modal yang dimiliki oleh para pengusaha sebagian besar 

merupakan pinjaman dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, 

penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan. Hal tersebut telah 

menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam 

masyarakat1.  

Tanpa adanya utang piutang maka esensi kepailitan adalah tidak ada 

artinya2. Lembaga Kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam 

aktivitas bisnis karena status pailit dapat membuat pelaku bisnis keluar dari 

pasar3.Keluarnya pelaku usaha dari pasar karena pailit membawa beberapa 

dampak, antara lain matinya usaha tersebut karena sudah tidak berhak lagi untuk  

 

1Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang.  
2Hadi Subhan, 2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, 

Jakarta, hlm 13. 
3Rahayu Hartini, 2008, Hukum Kepailitan Edisi Revisi, UMM Press, Malang, hlm 38. 
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melakukan segala perbuatan hukum, menguasai, serta mengurus harta pailitnya 

tersebut4. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah lembaga kepailitan. Selain itu lembaga 

kepailitan juga merupakan realisasi dari Pasal 1131 dan 1132 Burgerlijk Wetboek 

(selanjutnya disebut BW). Pasal 1131 BW pada intinya menyatakan bahwa segala 

harta debitor menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sedangkan Pasal 

1132 BW menyatakan bahwa harta tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua 

kreditor secara seimbang, kecuali ada alasan untuk didahulukan. Kedua pasal 

dalam BW tersebut memungkinkan bahwa penyelesaian utang piutang tidak harus 

melalui lembaga kepailitan. Penyelesaian utang piutang dalam diselesaikan 

melalui litigasi biasa, yaitu pengajuan gugatan dengan proses beracara perdata. 

Kedua pasal tersebut sudah cukup menjamin bahwa debitor akan mendapatkan 

haknya berupa pembayaran atas piutangnya.  Namun dalam prakteknya, 

pelaksanaan putusan terkendala dengan adanya itikad buruk dari debitor yang 

tidak rela hartanya disita sebagai jaminan atas utang-utangnya. 

Kedua pasal tersebut memang menjadi inti dari lembaga kepailitan. 

Peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang kita miliki belum 

sepenuhnya mendukung kedua pasal tersebut. UUK-PKPU tidak mengatur dengan 

jelas kepastian hukum para kreditor yang debitornya dipailitkan. Misalnya saja, 

tidak adanya jangka waktu yang jelas kapan kreditor mendapatkan pemenuhan 

piutang dari debitor yang dipailitkan. Selain itu tidak ada satu pasalpun yang 

menjamin bahwa kreditor akan mendapatkan piutangnya. Ada berbagai upaya 

yang dapat dilakukan, namun sekali lagi sama sekali tidak ada kepastian.  

4Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. 
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Sedangkan dalam Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU mengatur bahwa 

penundaan kewajiban pembayaran utang tidak boleh lebih dari 270 hari sejak 

putusan penundaan kewajiban pembayar utang diucapkan. Namun untuk proses 

kepailitan sama sekali tidak ditentukan batas waktu pemenuhan piutang bagi para 

kreditornya. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), merupakan suatu 

mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitor untuk melakukan negosiasi 

ulang kepada seluruh kreditornya. Namun negosiasi tersebut dilakukan dengan 

menggunakan bantuan pengadilan, dalam hal ini hakim pengawas dan pengurus. 

Yang keduanya ditunjuk dan diangkat melalui putusan pengadilan. 

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubunganya 

dengan hal terebut diatas, telah menjadi motivas sekaligus latar belakang 

permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk 

skripsi dengan judul: “PEMENUHAN HAK BAGI PARA KREDITOR YANG 

DEBITORNYA DIPAILITKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 

TAHUN 2004”. 

 

B. Permasalahan 

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah   pemenuhan   hak   bagi  para  Kreditor  yang     

debitornya dipailitkan ? 

2. Bagaimana peradilan niaga dalam menyelesaikan hutang piutang antara 

debitor dan kreditor ? 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dititk beratkan pada penelusuran 

terhadap pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan tanpa 

menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitanya. 

Tujuan Penelitian: 

Untuk mengetahui pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya 

dipailitkan dan untuk mengetahui hukum menurut Undang-Undang Kepailitan 

No. 37 Tahun 2004 tentang peradilan niaga dalam menyelesaikan utang-piutang 

antara debitor dan kreditor 

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan. Khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian 

yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan 

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraiaan di bawah 

ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini sebagai berikut:  

1.  



7 
 

2. Kreditor menurut Pasal 1 butir ke 2 UU KPKPU adalah orang yang 

mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang 

pelunasannya ditagih di muka pengadilan.  

3. Debitor menurut Pasal 1 butir ke 3 UU KPKPU adalah orang yang 

mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang 

pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.  

4. Debitor Pailit menurut Pasal 1 butir ke 4 UU KPKPU adalah debitor yang 

sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.  

5. Kepailitan menurut Pasal 1 butir ke 1 UU KPKPU adalah sita umum atas 

semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya 

dilakukan oleh Kurator5.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis   penelitian   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   

jenis penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa 

penelitian normatif adalah suatu  proses untuk menemukan  suatu aturan 

hukum,  prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi Jenis penelitian hukum empiris 

membutuhkan data primer sebagai sumber data utama. 

 

 
5Rachmdi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama¸Jakarta, 

2004.hlm. 15. Permohonan pailit dapat diajukan atas permohonan debitor sendiri atau oleh seorang 

kreditor maupun beberapa orang kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia 

dalam hal debitornya adalah Bank, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitornya adalah 

Perseroan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian maupun oleh Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah Perseroan Asurasi, 

Perseroan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang 

kepentingan publik. (Pasal 2 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
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2. Bahan Hukum 

Penelitian ini terdiri Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang 

berkaitan dengan objek yangditeliti, yaitu: 

1) KUH Perdata Pasal1131, Pasal1132, Pasal1233, Pasal1234, 

Pasal1313, Pasal1238 

2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan 

3) Undang-Undang No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum 

ini dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, 

buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita di internet yang berkaitan 

dengan pemenuhan hak kreditor yang debitornya dipailitkan menurut 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU. 

c. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat 

menjelaskan baik bahan hokum primer maupun bahan hokum 

sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus 

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hokum dilakukan dengan melakukan studi 

kepustakaan : Dalam hal ini, data primer yang terdiri dari bahan hukum 

primer dan sekunder yang digunakan dipelajari terlebih dahulu untuk 

memperoleh informasi maupun bahan hukum yang diperlukan sesuai 
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dengan problematik hukum yang diteliti, yaitu Pemenuhan Hak Bagi 

Para Kreditor yang Debitornya Dipailitkan. Guna memperoleh bahan 

hokum primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari 

makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. 

4. Metode analisis 

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, berikutnya 

disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang dipergunakan 

dalam menganalisis data adalah deskriftif kualitatif dengan alur berfikir 

deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa 

kepermasalahaan sebenarnya. Deskriftif   yaitu menganalisis data dengan 

cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang  suatu fenomena  

tertentu  terkait dengan permasalahaan pengaturan hukumyang berkaitan 

dengan permasalahan-permasalahan yang  timbul dalam penundaan 

kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pihak Kreditor kepada 

pihak Debitor kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat 

khususya itu suatu pembuktian hokum dalam penundaan kewajiban 

pembayaran utang yang diajukan oleh pihak Kreditor kepada pihak 

Debitor tersebut. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil 

penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang 

didapat dari teori-teori hokum dalam hukum positif untuk dapat 

menjelaskan permasalahan penelitian hokum ini dalam bentuk kalimat 

yang mudah dipahami dan ilmiah. Metode dalam menganalisis data 
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diawali dengan pungumpulan semua bahan untuk kemudian dipilih mana 

yang sesuai dengan topic dan mana yang tidak, lalu dideskripsikan apa 

yang sudah sesuai dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan 

F. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun 

dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluanberisi latarbelakang, permasalah,ruang lingkup dan 

tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan 

mengenai penundaankewajiban pembayaranutang,  hak  kreditoruntuk  

mengajukan  permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. 

BAB III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara 

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

mengenai penundaankewajiban pembayaranutang,  hak  kreditoruntuk  

mengajukan  permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. 

BAB IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pebahasan skripsi 

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran 
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